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MOTO 

‘’Jangan takut jatuh,karena yang tidak pernah memanjatlah 

yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal,karena yang 

tidak pernah gagal  hanyalah orang-orang yang tidak pernah 

melangkah. Dan jangan taakut salah karena dengan kesalahan 

yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk 

mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua’’  

– BUYA HAMKA-- 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN AERAH 
BERDASARKAN PASAL 154 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 09 

TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH 

(Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kepahiang) 

Penulis:  Della Okta Triani NIM. 2111150005 
 

Rumusan penelitian ini adalah : Implementasi Pasal 154 Ayat (1) 
Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah 
Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang. 
Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 154 Ayat (1) 
Undang-Undang 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah 
Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang. 
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). 
Pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara dan 
Dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Peran DPRD 
dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 
Kepahiang masih sejalan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 
2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan. Hal ini tercermin 
dari kesesuaian proses pembentukan Perda dengan pasal-pasal 
yang terdapat dalam undang-undang tersebut. DPRD Kabupaten 
Kepahiang secara fungsional dapat dikategorikan sebagai as-shultah 
at-tasyri’iyah atau kekuasaan legislatif, yang memiliki kewenangan 
untuk merumuskan, membahas, dan menetapkan peraturan daerah. 
Dalam konteks sejarah, kekuasaan legislatif ini dahulu dijalankan 
oleh lembaga Ahlu Halli wal Aqdi. Dalam struktur pemerintahan 
yang lebih modern, baik Ahlu Halli wal Aqdi maupun DPRD 
memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga pemerintah 
lainnya, berfungsi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan 
untuk membentuk peraturan yang mengatur kehidupan 
bermasyarakat. 

Kata Kunci : Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD, dan Fiqih 
Siyasah. 
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ABSTRACT 
 

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION 
FORMATION BASED ON ARTICLE 154 PARAGRAPH 

(1) OF LAW NUMBER 9 OF 2015 CONCERNING 
REGIONAL GOVERNMENT FROM THE PERSPECTIVE 

OF FIQH SIYASAH 
(A Study of the Regional People’s Representative Council 

of Kepahiang Regency) 
Author: Della Okta Triani NIM. 2111150005 

 

The research problems in this study are: The implementation of 
Article 154 Paragraph (1) of Law Number 9 of 2015 concerning 
Regional Government by the Regional People’s Representative 
Council (DPRD) of Kepahiang Regency, and the Fiqh Siyasah review 
of the implementation of Article 154 Paragraph (1) of Law Number 9 
of 2015 concerning Regional Government by the DPRD of 
Kepahiang Regency. This research is a field study. Data were 
collected using interviews and documentation techniques. 
This study concludes that the role of the DPRD in the formation of 
Regional Regulations (Perda) of Kepahiang Regency is still in line 
with Law Number 12 of 2011 concerning the Hierarchy of 
Legislation. This is reflected in the conformity of the Perda 
formation process with the articles contained in the law. 
Functionally, the DPRD of Kepahiang Regency can be categorized as 
as-shultah at-tasyri’iyah or legislative power, which has the 
authority to formulate, discuss, and establish regional regulations. 
Historically, this legislative authority was previously exercised by 
the institution known as Ahlu Halli wal Aqdi. In the structure of 
modern governance, both Ahlu Halli wal Aqdi and the DPRD have 
an equal position with other governmental institutions, functioning 
as bodies authorized to establish regulations that govern social life. 
 
Keywords: Formation of Regional Regulations, DPRD, Fiqh Siyasah. 
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